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ABSTRAK 

 

Strategi Penilaian Kompetensi dalam Manajemen Talenta  

di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

Randy Pamungkas, Firman Hadi Rivai 

randypamungkas0@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai faktor 

yang menyebabkan belum optimalnya penilaian kompetensi dalam manajemen 

talenta di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI). Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui wawancara 

mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Kerangka analisis dalam penelitian ini 

memadukan dua pendekatan utama, yaitu Iceberg Competency Model dari Spencer 

dan Spencer untuk menganalisis faktor teknis dan Policy Implementation Model 

dari Edward III untuk menganalisis faktor non-teknis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penilaian kompetensi di RRI belum berjalan optimal akibat 

kesenjangan pada aspek kompetensi maupun hambatan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan Iceberg Competency Model, kompetensi yang terlihat dinilai 

menggunakan materi yang belum diperbarui secara sistematis, sehingga lambat 

beradaptasi dengan kebutuhan industri siaran digital. Pada aspek kompetensi yang 

tidak terlihat, belum terdapat instrumen baku secara formal untuk mengukur motif, 

sifat dan konsep diri, sehingga hasil penilaian rentan terhadap bias subjektivitas 

pimpinan. Dari perspektif Policy Implementation Model, ditemukan bahwa 

penyebaran komunikasi kebijakan belum merata. Hambatan terletak pada 

keterbatasan anggaran dan ketiadaan asesor bersertifikat, yang memaksa RRI 

mengubah strategi pelaksanaan penilaian dari rutinitas berkala menjadi berbasis 

prioritas. Meskipun dukungan dari pimpinan untuk meminimalisir intervensi 

politik, struktur birokrasi masih menyisakan celah ketiadaan mekanisme prosedural 

formal bagi pegawai untuk mengajukan sanggah. Sebagai strategi optimalisasi, RRI 

perlu memperbarui kurikulum penilaian teknis dan menyusun program sertifikasi 

asesor internal untuk menekan efisiensi anggaran jangka panjang, membangun 

forum umpan balik yang terstruktur bagi pegawai, memperluas sosialisasi secara 

merata, serta mengakselerasi sinkronisasi data dengan sistem informasi. 

 

Kata Kunci: Kompetensi; Manajemen Talenta; Iceberg Competency Model; Policy   

Implementation Model; RRI. 
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ABSTRACT 

 

Competency Assessment Strategies in Talent Management  

at the Indonesian Public Radio Broadcasting Institution 

Randy Pamungkas, Firman Hadi Rivai 

randypamungkas0@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This study aims to describe and analyze various factors that contribute to the 

suboptimal competency assessment in talent management at the Public 

Broadcasting Institution Radio Republik Indonesia (RRI). This study uses a 

descriptive qualitative method conducted through in-depth interviews, observation, 

and documentation studies. The analytical framework in this study combines two 

main approaches: Spencer and Spencer's Iceberg Competency Model to analyze 

technical factors and Edward III's Policy Implementation Model to analyze non-

technical factors. The results show that competency assessment at RRI has not been 

optimal due to gaps in competency aspects and obstacles to policy implementation. 

Based on the Iceberg Competency Model, visible competencies are assessed using 

materials that have not been systematically updated, resulting in slow adaptation 

to the needs of the digital broadcasting industry. For invisible competencies, there 

is no formal standard instrument to measure motives, traits, and self-concept, 

making the assessment results vulnerable to bias from the subjectivity of leaders. 

From the perspective of the Policy Implementation Model, it was found that the 

distribution of policy communication is uneven. Obstacles lie in budget limitations 

and the absence of certified assessors, which forced RRI to change its assessment 

implementation strategy from a routine periodic to a priority-based one. Despite 

leadership support to minimize political interference, the bureaucratic structure 

still leaves gaps in the absence of formal procedural mechanisms for employees to 

file objections. As an optimization strategy, RRI needs to update its technical 

assessment curriculum and develop an internal assessor certification program to 

maximize long-term budget efficiency, establish a structured feedback forum for 

employees, expand dissemination across the board, and accelerate data 

synchronization with the information system. 

 

Keyword: Competency; Talent Management; Iceberg Competency Model; Policy 

Implementation Model; RRI. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil 

Negara (ASN), Manajemen Talenta ialah sistem pengelolaan jenjang karier 

bagi talenta terdiri dari tahap pemantauan dan evaluasi, penempatan 

talenta, tahap retensi talenta, tahap pengembangan talenta dan tahap 

akuisisi talenta untuk mendapat prioritas mengisi jabatan target yang 

didasarkan pada tingkat kinerja dan potensial tinggi melalui metode yang 

dilakukan secara efektif dan berkelanjutan yang bertujuan agar mencukupi 

kebutuhan Instansi Pemerintah. Penggunaan manajemen talenta dalam 

langkah pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk capaian lembaga 

seperti dinyatakan oleh Rofi’ah, et. al. (2022, h.1799) bahwa “Manajemen 

talenta sebagai strategi organisasi memungkinkan organisasi beradaptasi 

terhadap perubahan serta memperkuat proses-proses fundamental yang 

selaras dengan kebijakan, struktur, dan tujuan organisasi, sehingga 

mampu meningkatkan kinerja produktif perusahaan secara strategis.” 

Penerapan manajemen talenta juga memberikan manfaat bagi Instansi 

Pemerintah seperti yang telah dinyatakan oleh Irfan (2025, h.4) sebagai 

berikut “Penerapan manajemen talenta sangat berperan dalam 

menyiapkan sumber daya manusia berbakat sekaligus melahirkan 

pemimpin yang profesional dan berintegritas guna menjalankan 

pemerintahan serta pembangunan secara optimal.” Sedangkan tujuan 

manajemen talenta bagi Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Mendukung pencapaian tujuan organisasi untuk pembangunan negara 

serta memperbaiki layanan publik. 

2. Menyiapkan pegawai masa depan yang siap memenuhi posisi 

strategis guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan 

memaksimalkan visi instansi pemerintah. 
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3. Mendorong dan meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta 

kemampuan talenta agar dapat memberikan kepastian dalam karier, 

sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan yang 

berkelanjutan. 

4. Menciptakan talenta yang adil, terorganisasi, jujur, tepat waktu, dapat 

dipertanggungjawabkan, serta terhindar oleh pengaruh kepentingan 

dan praktik politik maupun korupsi, kolusi dan nepotisme agar dapat 

dilakukan percepatan implementasi Sistem Merit untuk lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

5. Memastikan ketersediaan talenta yang sesuai agar dapat mengisi 

berbagai jabatan sesuai kebutuhan instansi pemerintah, berdasarkan 

visi, misi, serta tujuan strategis yang telah ditetapkan. 

6. Menciptakan keseimbangan antara perkembangan karier dan 

kebutuhan Instansi Pemerintah. 

Peraturan manajemen talenta menyebutkan bahwa akuisisi talenta adalah 

bagian pertama pada proses pelaksanaan penerapan manajemen talenta 

yang ialah strategi untuk memperoleh talenta, meliputi tahapan identifikasi 

dan penilaian serta pemetaan talenta. Penilaian kompetensi menjadi 

bagian yang sangat penting untuk memetakan talenta dalam penempatan 

pada 9 kotak manajemen talenta. Penilaian kompetensi juga dimanfaatkan 

untuk mengetahui level kompetensi talenta sesuai dengan jabatan yang 

sedang atau akan diduduki serta sebagai dasar pengembangan 

kompetensi oleh Instansi Pemerintah. Penelitian tentang penilaian 

kompetensi dan manajemen talenta yang dilakukan untuk Kantor Wilayah 

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan metodologi 

deskriptif analisis dilakukan oleh Simatupang (2021, h.469) 

mengungkapkan bahwa “Salah satu aspek krusial dalam mendukung 

manajemen pengembangan karier ASN adalah pemanfaatan hasil 

penilaian kompetensi, selain mempertimbangkan kualifikasi, penilaian 

kinerja, serta kebutuhan organisasi.” Sedangkan penelitian lain mengenai 

penilaian kompetensi pegawai memiliki keterkaitan dengan penilaian 

kinerja pada ASN bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang pernah 

dilakukan oleh Meilifa, et. al. (2021, h.249) menjelaskan bahwa “Merujuk 
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pada hasil analisis dan pembahasan, ditemukan adanya korelasi antara 

penilaian kompetensi teknis pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan 

Makanan dengan capaian kinerja. Namun demikian, korelasi tersebut tidak 

menunjukkan signifikansi statistik yang kuat.”. Selain bagi individu, hasil 

penilaian kompetensi dan potensi yang terintegrasi dengan sistem dapat 

dimanfaatkan sebagai perencanaan pengembangan kompetensi oleh 

masing-masing pegawai juga dapat memberikan manfaat bagi instansi 

seperti yang disampaikan oleh Ali, sebagai berikut: 

Pegawai yang hasil penilaian kompetensi dan potensi telah terinput 
dalam Sistem Informasi ASN BKN secara otomatis akan masuk ke 
dalam bursa talenta nasional, artinya ASN tersebut memiliki 
kesempatan yang setara dengan ASN pada instansi lainnya secara 
nasional untuk melalui tahap-tahapan dalam manajemen talenta 
nasional (Ali, 2024, h.4). 

 

Hasil penelitian dengan metode kuantitatif dengan sasaran sebanyak 38 

pegawai yang dilakukan oleh Ernawati, et. al. (2025, h.35) menjelaskan 

bahwa “Berdasarkan interpretasi model regresi, ditemukan bahwa 

penilaian kompetensi dan pengembangan karier memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Tanah Grogot. Hal ini dikonfirmasi oleh nilai 

signifikansi (p-value) pada uji ANOVA yang menunjukkan angka di bawah 

0,01.”. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Suparna tentang penilaian 

kompetensi terhadap peningkatan pelayanan publik dalam transformasi 

digital di Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Penilaian Kompetensi yang 

dilakukan untuk jajaran pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menunjukkan 

dengan: 

Pendampingan untuk penilaian kompetensi yang telah dilakukan 
memberikan hasil untuk menunjukkan peningkatan kemampuan ASN 
dalam menggunakan teknologi, mempercepat pemberian layanan public 
menjadi efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi, disamping itu 
dengan adanya pendampingan dalam pelaksanaan penilaian 
kompetensi dapat membantu ASN dalam menyelesaikan kendala atau 
permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan penilaian kompetensi. 
(Suparna, et. al. 2025, h.2606). 
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Identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta dilakukan menggunakan 

mekanisme ujian dan ukuran serta peringkat yang salah satu diantaranya 

adalah Assessment Center dibagi menjadi: 

1. Penilaian tingkat kinerja pada kategori sesuai ekspektasi, di bawah 

ekspektasi dan di atas ekspektasi 

2. Penilaian tingkat potensial pada kategori rendah, kategori tinggi atau 

kategori menengah menggunakan metode Assessment Center, 

pengujian kompetensi dan perekaman jejak jabatan serta 

pertimbangan lainya dalam kebutuhan Instansi Pemerintah. 

 

Gambar 1.1 Kotak Manajemen Talenta 

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN 

 

Manfaat Assessment Center dalam penilaian kompetensi pegawai untuk 

Instansi Pemerintah seperti yang telah dinyatakan oleh Priyana (2025, h.4) 
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menjadi instrumen seleksi dan pengembangan, tetapi juga berperan krusial 

dalam memproyeksikan pemimpin masa depan yang kompeten dan 

adaptif. Penerapan metode ini memperkuat efektivitas manajemen SDM 

agar lebih strategis dan berkelanjutan.” Metode Assessment Center telah 

dimanfaatkan untuk penilaian kompetensi sebagai dasar pengembangan 

kompetensi seperti yang telah dinyatakan oleh Fitriani dan Halik (2023, 

h.325) adalah “Selain itu, penilaian kompetensi perlu dilakukan untuk 

mengungkap dan mengidentifikasi adanya gap atau kesenjangan 

kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.” Penelitian 

mengenai metode Assessment Center yang digunakan untuk sarana 

pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan penialian 

kompetensi dan potensi yang dilakukan oleh Mangundjaya 

mengungkapkan hasil bahwa: 

Fokus dan orientasi dalam perkembangan talenta pada saat 
sekarang harus merupakan bagian penting untuk suatu organisasi. 
Untuk itu, dibutuhkan penilaian tentang potensi dan kemampuan 
masing-masing pegawai. Salah satu metode yang efektif untuk melihat 
profil potensi dan kemampuan karyawan adalah Assessment Center. 
Metode ini bisa digunakan menjadi dasar untuk menentukan pegawai 
yang mempunyai kompetensi, kinerja yang baik, serta pengabdian yang 
tinggi. Dengan demikian, manajemen talenta merupakan 
pengembangan dari berbagai program untuk mempertahankan talenta 
sebagai calon pemimpin masa depan. Namun, agar hasil dari 
Assessment Center menjadi akurat, diperlukan peningkatan kualitas 
dan kemampuan pegawai yang bertugas sebagai asesor. Karena hasil 
dari Assessment Center sangat menentukan masa depan pegawai dan 
organisasi, maka diperlukan pelatihan dan workshop untuk 
meningkatkan kemampuan para asesor Assessment Center yang harus 
diikuti secara rutin. (Mangundjaya, 2024, h.19428). 

 

Penelitian lainnya mengenai pelaksanaan manajemen talenta untuk 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Suparman dan 

Naibaho dalam memberikan hasil dan rekomendasi bahwa: 

Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah mempunyai Assessment 
Center yang berisi di dalamnya tenaga asesor dengan jumlah cukup 
banyak, serta metode rekrutmen serta metode perkembangan talenta 
menjadi cukup teratur. Dalam situasi ini, Badan Kepegawian Daerah 
Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur menerima komitmen cukup 
mendalam penerapan manajemen talenta. Sementara itu, Provinsi 
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Kalimantan Utara meskipun baru mempunyai pegawai yang menjadi 
asesor, masih memiliki hambatan dalam pelaksanaan tahapan 
manajemen talenta dikarenakan tidak ada unit Assessment Center dan 
unit pengembangan kompetensi pegawai pada tingkat provinsi belum 
terakreditasi. (Suparman dan Naibaho, 2021, h.128) 

 
Lebih lanjut Suparman dan Naibaho menjelaskan: 
 

Adanya Assessment Center dan SDM asesor yang berkualitas 
adalah syarat penting agar manajemen talenta dapat berjalan dengan 
efektif. Sehingga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi seharusnya menyediakan insentif bagi daerah telah 
memiliki komitmen untuk menerapkan manajemen talenta. (Suparman 
dan Naibaho, 2021, h.129)  

 

Sumiati et al. dalam studinya mengenai model koordinasi pelaksanaan 

penilaian kompetensi pegawai antara Assessment Center dengan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyimpulkan 

bahwa: 

Model koordinasi telah dilaksanakan dari Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Lembaga Assessment 
Center digunakan sebagai proses pengujian kompetensi pegawai untuk 
melibatkan kerja sama internal, baik secara vertikal maupun horizontal. 
Assessment Center bertugas untuk mendiagnosis karakter talenta ASN 
serta potensi talenta ASN yang telah mendapat rekomendasi oleh 
atasannya. (Sumiati, et. al., 2024, h.123) 

 

Penelitian lain dilakukan di Badan Usaha Milik Negara pada PT. Bukit 

Asam, Tbk. tentang implementasi Assessment Center dalam mengukur 

kompetensi non teknis pegawai yang dilakukan oleh Almigo, et. al. 

mengungkapkan bahwa: 

Dapat disimpulkan jika dalam melaksanakan pengujian kompetensi 
untuk pegawai pada PT. Bukit Asam, Tbk. menggunakan metode 
Assessment Center adalah cara agar tepat untuk mengevaluasi 
kemampuan serta potensi karyawan. Metode yang terorganisir serta 
pemanfaatan teknologi yang memiliki basis sistem manajemen 
asesmen memberikan banyak manfaat dalam tujuan efisiensi, 
ketepatan, dan kemudahan untuk mengelola data hasil uji kompetensi. 
(Almigo, et. al., 2025, h.1150) 

 

Penilaian kompetensi dalam konteks manajemen talenta di RRI, 

merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai dasar utama dalam 

proses identifikasi, pemetaan, dan pengembangan talenta. Penilaian 
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kompetensi tidak hanya digunakan untuk mengukur kemampuan individu 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan, tetapi juga 

berperan sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kompetensi pegawai 

yang dapat dipersiapkan sebagai pemimpin atau pejabat strategis di masa 

mendatang. Melalui penilaian kompetensi yang sistematis dan objektif, RRI 

dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kekuatan dan 

kelemahan sumber daya manusia yang dipunyai dimana proses penataan 

talenta bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih efektif serta terarah. 

Hasil penilaian kompetensi selanjutnya menjadi dasar dalam berbagai 

kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, seperti perencanaan karier, 

pengembangan kompetensi, promosi jabatan, mutasi, serta penempatan 

pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam manajemen talenta, 

data kompetensi berfungsi sebagai informasi evidence-based yang 

mendukung pengambilan keputusan secara objektif dan akuntabel. Oleh 

karena itu, kualitas dan akurasi proses penilaian kompetensi merupakan 

faktor yang menentukan kesuksesan penerapan manajemen talenta. Jika 

tidak terdapat data kompetensi yang valid, organisasi akan mengalami 

kesulitan dalam mengidentifikasi talenta unggul dan menyusun strategi 

pengembangan pegawai yang tepat sasaran. Meskipun demikian, 

pelaksanaan penilaian kompetensi di RRI masih menghadapi sejumlah 

keterbatasan, salah satunya adalah belum tersedianya Assessment Center 

yang dapat digunakan secara mandiri untuk melaksanakan penilaian 

kompetensi pegawai. Assessment Center merupakan metode penilaian 

yang diakui mempunyai tahap reliabilitas dan validitas maksimal karena 

menggunakan berbagai teknik simulasi, wawancara berbasis kompetensi, 

studi kasus, serta instrumen psikometrik untuk mengukur kompetensi dan 

potensi individu secara komprehensif. Ketiadaan Assessment Center, 

menyebabkan RRI menghadapi keterbatasan dalam melaksanakan 

pemetaan talenta secara berkelanjutan dan dalam cakupan yang lebih 

luas. Sebagai alternatif, RRI dapat memanfaatkan layanan Assessment 

Center yang disediakan oleh instansi pemerintah lain yang telah 

memperoleh akreditasi dan memiliki kewenangan untuk 

menyelenggarakan penilaian kompetensi. Kerja sama antarinstansi ini 



8 
 

memungkinkan RRI tetap dapat melaksanakan proses penilaian 

kompetensi sesuai standar yang berlaku tanpa harus membangun 

infrastruktur Assessment Center secara mandiri yang memerlukan sumber 

daya besar. Selain menjamin kualitas hasil penilaian kompetensi, 

pemanfaatan Assessment Center dari dari instansi pemerintah lainnya juga 

mendukung penerapan prinsip profesionalisme, objektif, dan meritokrasi 

pada pengelolaan sumber daya manusia di RRI. Namun demikian, 

penggunaan layanan Assessment Center pada instansi pemerintah lainnya 

memiliki konsekuensi berupa pembiayaan yang harus disesuaikan dengan 

tarif yang ditetapkan pemerintah. Besaran tarif tersebut diatur dalam 

berbagai regulasi yang berkaitan tentang tarif dan jenis atas Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang resmi di setiap instansi penyelenggara 

Assessment Center. Dengan demikian, biaya penilaian kompetensi 

merupakan bagian dari faktor penting dalam mempertimbangkan pada 

perencanaan implementasi manajemen talenta di RRI. Ketersediaan 

anggaran akan memengaruhi jumlah pegawai yang dapat mengikuti 

penilaian kompetensi serta cakupan pemetaan talenta yang dapat 

dilakukan organisasi. Sehingga, dukungan sumber daya anggaran yang 

mencukupi menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan 

pelaksanaan penilaian kompetensi sebagai fondasi utama manajemen 

talenta di RRI. Besaran tarif Assessment Center di instansi pemerintah 

lainnya yang selaras dengan ketetapan yang disahkan pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya menjadi salah satu 

komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak, di antaranya adalah 

 

Tabel 1.1 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Assessment Center 
Badan Kepegawaian Negara 

 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 

1. Metode Kompleks – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 7.500.000 

2. Metode Sedang – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 5.000.000 

3. Metode Sederhana – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 3.500.000 

4. Metode Kompleks – Di Luar Kantor per peserta Rp. 6.211.000 
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5. Metode Sedang – Di Luar Kantor per peserta Rp. 4.480.000 

6. Metode Sederhana – Di Luar Kantor per peserta Rp. 3.269.000 

7. Metode Kompleks – Virtual per peserta Rp. 6.033.000 

8. Metode Sedang – Virtual per peserta Rp. 4.182.700 

9. Metode Sederhana – Virtual per peserta Rp. 2.002.900 

Sumber:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara 

 

Tabel 1.2 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Assessment Center 
Lembaga Administrasi Negara 

 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 

1. Metode Kompleks – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 7.500.000 

2. Metode Sedang – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 5.700.000 

3. Metode Sederhana – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 3.500.000 

4. Metode Kompleks – Di Luar Kantor per peserta Rp. 7.100.000 

5. Metode Sedang – Di Luar Kantor per peserta Rp. 5.300.000 

6. Metode Sederhana – Di Luar Kantor per peserta Rp. 3.200.000 

Sumber:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara 

 

Tabel 1.3 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Assessment Center 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 

1. 2 hari untuk Eselon I dan II per peserta Rp. 6.000.000 

2. 1 hari untuk Eselon I dan II  per peserta Rp. 4.500.000 

3. 1 hari untuk Eselon III per peserta Rp. 4.000.000 

4. 1 hari untuk Eselon IV per peserta Rp. 3.800.000 

Sumber:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Tabel 1.4 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Assessment Center 
Kementerian Hukum 

 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 

1. Metode Kompleks – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 7.500.000 

2. Metode Sedang – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 5.000.000 

3. Metode Sederhana – Di Dalam Kantor per peserta Rp. 3.500.000 

4. Metode Kompleks – Di Luar Kantor per peserta Rp. 6.211.000 

5. Metode Sedang – Di Luar Kantor per peserta Rp. 4.480.000 

6. Metode Sederhana – Di Luar Kantor per peserta Rp. 3.269.000 

7. Metode Kompleks – Virtual per peserta Rp. 6.033.000 

8. Metode Sedang – Virtual per peserta Rp. 4.182.700 

9. Metode Sederhana – Virtual per peserta Rp. 2.002.900 

Sumber:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 

Tabel 1.5 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Assessment Center 
Badan Pemeriksa Keuangan 

 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 

1. Metode Kompleks per peserta Rp. 7.500.000 

2. Metode Sedang per peserta Rp. 5.700.000 

3. Metode Sederhana per peserta Rp. 4.800.000 

Sumber:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan 

 

Hubungan antara penilaian kompetensi dalam manajemen talenta di RRI 

dengan tarif Assessment Center pada instansi pemerintah lainnya dapat 

dilihat dari dua aspek. Pertama, keterbatasan anggaran dapat 

memengaruhi jumlah pegawai yang dapat mengikuti penilaian kompetensi. 

Semakin tinggi tarif Assessment Center, semakin besar pula anggaran 

yang harus disediakan oleh RRI untuk memetakan talenta seluruh 

pegawai. Kedua, tarif Assessment Center yang tinggi dapat menyebabkan 

pelaksanaan penilaian kompetensi dilakukan secara bertahap atau hanya 
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menyasar kelompok pegawai tertentu yang diprioritaskan dalam program 

manajemen talenta. Dengan demikian, keberhasilan implementasi 

manajemen talenta di RRI yang tidak saja bergantung dengan mutu 

metode penilaian kompetensi, namun tidak terlepas dalam kemampuan 

RRI dalam menyediakan sumber daya anggaran yang memadai. Tarif 

Assessment Center yang berlaku di berbagai instansi pemerintah menjadi 

faktor penting yang menentukan luasnya cakupan pemetaan talenta, 

sehingga berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengembangan 

karier dan rencana suksesi jabatan di lingkungan RRI. Sedangkan pejabat 

fungsional yang menjalankan tugas sebagai asesor sumber daya manusia 

aparatur dalam Assessment Center harus memiliki sertifikat yang diuji oleh 

Badan Kepegawaian Negara serta membayar tarif Penerimaan Negara 

Bukan Pajak sebagai berikut: 

 

Tabel 1.6 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sertifikasi Jabatan 
Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur 

 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 

1. Sertifikasi Jabatan Fungsional Asesor 

SDM Aparatur Ahli Utama 

  

 Di Dalam Kantor BKN per peserta Rp. 2.938.000 

 Di Luar Kantor BKN per peserta Rp. 2.865.000 

 Di Luar Kantor BKN (e-learning) per peserta Rp. 2.730.000 

2. Sertifikasi Jabatan Fungsional Asesor 

SDM Aparatur Ahli Madya 

  

 Di Dalam Kantor BKN per peserta Rp. 2.698.000 

 Di Luar Kantor BKN per peserta Rp. 2.625.000 

 Di Luar Kantor BKN (e-learning) per peserta Rp. 2.490.000 

3. Sertifikasi Jabatan Fungsional Asesor 

SDM Aparatur Ahli Muda 

  

 Di Dalam Kantor BKN per peserta Rp. 2.218.000 

 Di Luar Kantor BKN per peserta Rp. 2.145.000 
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 Di Luar Kantor BKN (e-learning) per peserta Rp. 2.010.000 

Sumber:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara 

 

Instansi Pemerintah yang telah memiliki Assessment Center perlu 

memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk 

pelaksanaan akreditasi maupun reakreditasi. Hal ini menjadi penting 

karena proses tersebut merupakan mekanisme formal untuk memperoleh 

pengakuan atas kualitas, konsistensi dan kredibilitas pelaksanaan 

penilaian kompetensi. Pengakuan dimaksud tidak sekadar berfungsi 

sebagai legitimasi institusional, tetapi juga mencerminkan komitmen 

transparansi dan akuntabilitas publik yang diwujudkan secara konkret 

melalui penerbitan sertifikat akreditasi. Sertifikat ini menunjukkan bahwa 

Assessment Center telah memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan, 

dengan struktur tarif akreditasi sebagaimana diatur sebagai berikut: 

 

Tabel 1.7 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Akreditasi Penyelenggara 
Penilaian Kompetensi 

 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 

1. Akreditasi lembaga Rp. 20.060.000 

2. Perpanjangan Akreditasi lembaga Rp. 20.060.000 

Sumber:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara 

 

Penilaian kompetensi yang menggunakan Assessment Center di Instansi 

Pemerintah dalam manajemen talenta membutuhkan anggaran yang 

besar, hal ini membuat komitmen pimpinan menjadi sangat penting yang 

menentukan keberhasilan dalam mengakuisisi, mengembangkan, retensi 

penempatan dan pemantauan serta evaluasi talenta. Komitmen pimpinan 

sangat dibutuhkan dalam menyediakan infrastruktur manajemen talenta, 

diantaranya peta jabatan yang sedang atau akan kosong, profil talenta, tata 

cara penilaian untuk penggunaan Assessment Center dalam pengujian 
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kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, standar penilaian kinerja yang 

objektif dan terukur, pola karier yang jelas, panitia seleksi serta tim 

manajemen talenta, dan program pengembangan kompetensi melalui 

Corporate University yang bersumber dari data sumber daya manusia serta 

sistem informasi pada manajemen talenta. serta penganggaran. Komitmen 

pimpinan juga harus sesuai dengan prinsip manajemen talenta yang diatur 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025, diantaranya: 

1. Obyektif, artinya manajemen talenta harus sesuai dengan kondisi 

nyata tanpa terpengaruh dari pendapat dan penilaian subyektif. 

2. Terencana, artinya manajemen talenta perlu menyiapkan calon pekerja 

untuk setiap posisi yang kosong sebelumnya melalui perencanaan dan 

persiapan yang dilakukan secara teratur dan sistematis selaras 

dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. 

3. Terbuka, artinya manajemen talenta harus mencakup tahap 

pelaksanaannya, kriteria, serta informasi untuk penentuan talenta 

harus bisa diakses oleh semua pegawai. 

4. Tepat waktu, artinya posisi yang mengalami kekosongan pada sistem 

manajemen talenta untuk secepatnya terisi bagi talenta yang tersedia 

untuk mencegah terjadinya kevakuman jabatan dalam jangka waktu 

cukup panjang serta menjamin ketersediaan talenta yang siap 

menduduki posisi tersebut. 

5. Akuntabel, artinya manajemen talenta perlu dilakukan penyesuaian 

dengan standar atau panduan yang sudah ditentukan, berlaku dan 

bersifat transparan. 

6. Terhindarkan oleh pengaruh politik praktis, artinya manajemen talenta 

harus terhindar dari praktik politik dan tekanan politik. 

7. Terbebas di luar korupsi dan kolusi serta nepotisme, artinya 

manajemen talenta harus jujur dan tidak ada tindakan korupsi, kolusi, 

atau nepotisme. 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) telah 

ditetapkan serta diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diperbaharui dalam Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 ialah Lembaga 

Penyiaran Publik merupakan penyedia siaran radio yang bersifat netral, 

independen, dan nonkomersial, serta berkomitmen penuh untuk melayani 

kepentingan masyarakat. RRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang 

bertanggungjawab langsung di bawah Presiden, memiliki peran untuk 

menyediakan layanan informasi, layanan pendidikan, layanan hiburan 

sehat, layanan kontrol lingkungan sosial dan perekat lingkungan sosial, 

serta penyebarluasan budaya negeri demi keperluan semua lapisan 

masyarakat untuk penyediaan siaran radio dalam jangkauan seluruh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan RRI bersumber dari 

sumbangan sukarela masyarakat, iuran siaran, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, serta iklan dan usaha lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Untuk mendukung kinerjanya, RRI 

memiliki 72 satuan kerja berada tersebar ke seluruh Indonesia yang terdiri 

dari pegawai RRI yang mengisi satuan kerja tersebut terdiri atas ASN yang 

terbagi atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Tahun 2024, data dari Direktorat Sumber 

Daya Manusia dan Umum menyebutkan jumlah ASN milik RRI sebanyak 

1.389 PNS dan 1.731 PPPK. Hingga saat ini, RRI belum memiliki pejabat 

fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang tersertifikasi oleh 

Badan Kepegawaian Negara. Padahal, dalam rangka pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, 

diperlukan standardisasi penilaian kompetensi berbasis Assessment 

Center. Standar baku ini krusial untuk menyusun identitas talenta dalam 

manajemen karier, sekaligus menjamin hasil penilaian yang berkualitas 

dan akuntabel. RRI juga belum memiliki Assessment Center untuk 

melakukan penilaian kompetensi ASN secara mandiri, penilaian 

kompetensi dilakukan terbatas untuk PNS sebanyak 934 pegawai yang 

bertempat pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera saja dengan latar 

belakang pegawai sebagai berikut: 

 



15 
 

Gambar 1.2 Latar Belakang Pendidikan PNS RRI 

 

Sumber:  Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum  
Lembaga Penyiaran Publik Radio Rerpublik Indonesia 

 

Gambar 1.3 Latar Belakang Kelompok Jabatan PNS RRI 

  
Sumber:  Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum  

 Lembaga Penyiaran Publik Radio Rerpublik Indonesia 
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Gambar 1.4 Latar Belakang Usia PNS RRI 

 

Sumber:  Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum  
Lembaga Penyiaran Publik Radio Rerpublik Indonesia 

 

Pusat Penilaian Kompetensi ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

menyediakan metode Computer Assisted Competency Test yang meliputi 

kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, emerging skills, dan 

literasi digital. Kompetensi manajerial berdasar Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 

Tahun 2017 ialah keterampilan dan pengetahuan serta perilaku atau sikap 

yang mudah dikembangkan dan mudah diukur serta mudah diamati untuk 

pengelolaan unit di instansi, meliputi: 

1. Integritas, artinya selalu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma 

serta etika organisasi, serta bersikap jujur saat berhubungan dengan 

atasan, teman kerja, bawahan langsung, dan pihak yang tertarik, agar 

menumbuhkan etika berbudaya bertanggungjawab yang baik bagi 

Keputusan serta tindakan untuk risiko keterlibatan. 

2. Kerja sama, artinya mampu membangun, menjaga dan 

mempertahankan hubungan kinerja secara baik serta mempunyai 

komitmen untuk dapat membantu untuk menyelesaikan tugas, serta 

menggunakan semua sumber daya secara optimal demi memenuhi 

tujuan organisasi yang strategis. 
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3. Komunikasi, artinya memiliki kemampuan dalam hal menjelaskan 

pendapat dan ide dengan jelas, terstruktur, serta didukung oleh 

argumen yang masuk akal, baik secara lisan maupun tulisan; 

memastikan orang lain memahami dengan baik; mendengarkan 

dengan efektif dan aktif; serta mengajak, menguatkan, dan 

memengaruhi orang yang lainnya agar meraih sasaran organisasi. 

4. Orientasi pada Hasil, artinya memiliki kemampuan untuk tetap setia 

pada komitmen pribadi dalam menyelesaikan pekerjaan, bertanggung 

jawab, dapat dipercaya, serta dapat melihat secara sistematis peluang 

dan risiko juga mengamati hubungan antara hasil dan perencanaan, 

demi mencapai tujuan organisasi. 

5. Pelayanan Publik, artinya mampu mengemban peran dan fungsi tata 

kelola pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara 

profesional dan transparan. Pelaksanaan tugas tersebut harus 

didasarkan pada standar pelayanan yang objektif, netral, 

nondiskriminatif, serta bebas dari intervensi kepentingan pribadi, 

kelompok, maupun politik praktis. 

6. Pengembangan Diri dan Orang Lain, artinya mampu mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan diri secara berkelanjutan, sekaligus 

menggerakkan orang lain untuk mengembangkan kompetensi kerja 

demi kemajuan karier jangka panjang. Hal ini diimplementasikan 

melalui penumbuhan motivasi belajar mandiri, pemberian arahan, 

umpan balik konstruktif, serta bimbingan yang adaptif untuk melejitkan 

potensi orang lain. 

7. Mengelola Perubahan, artinya mampu beradaptasi di berbagai kondisi 

yang terbaru atau yang berubah, tidak terlalu menggantung pada cara 

serta proses yang panjang, mengambil langkah guna mendukung dan 

menerapkan perubahan serta memimpin usaha perubahan tersebut 

dan menanggung tanggungjawab sendiri agar perubahan tersebut 

berjalan secara tepat. 

8. Pengambilan Keputusan, artinya kemampuan dalam menciptakan 

keputusan secara waktu memiliki ketepatan secara percaya diri yang 

sudah melalui pertimbangan secara hati-hati dan terstruktur 
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berdasarkan informasi, pilihan lain dalam penyelesaian masalah, serta 

konsekuensi dan bertanggungjawab dari keputusan yang sudah 

dipilih. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kompetensi sosial 

kultural mencakup kemampuan agar mempromosikan perilaku toleransi, 

terbuka, serta peka dengan perbedaan individu atau kelompok 

masyarakat. Kemampuan ini juga memungkinkan seseorang menjadi 

kepanjangan kehadiran Pemerintah untuk persatuan masyarakat serta 

pembangunan hubungan sosial serta psikologis bersama dengan rakyat di 

tengah kerberagaman bangsa Indonesia. Tujuannya adalah membuat 

keterikatan cukup baik diantara ASN dengan pemangku kepentingan dan 

diantara pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan ini juga 

bertujuan untuk penjagaan, pngembangan dan pewujudan rasa persatuan 

dan kesatuan di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di Indonesia. 

Penilaian kompetensi dibagi menjadi 4 kategori di masing-masing level 

jabatan, dengan hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 1.5 Hasil Penilaian Kompetensi PNS RRI pada Level 1 Jabatan 
Pelaksana dan Jabatan Fungsional Terampil 

 

 

Sumber: Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN 
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Gambar 1.6 Hasil Penilaian Kompetensi PNS RRI pada Level 2 
Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Mahir dan Jabatan Fungsional Ahli 

Pertama 
 

Sumber: Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN 

 

Gambar 1.7 Hasil Penilaian Kompetensi PNS RRI pada Level 3 Jabatan 
Administrator, Jabatan Fungsional Penyelia dan Jabatan Fungsional Ahli Muda 

 

 

Sumber: Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN 
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Gambar 1.8 Hasil Penilaian Kompetensi PNS RRI Level 4  
Jabatan Fungsional Ahli Madya 

 

Sumber: Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN 

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam 

Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dicabut dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit 

dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa setiap 

Instansi Pemerintah telah mempunyai manajemen talenta yang sejalan 

dengan peraturan dan perundang-undangan, mendapatkan pengecualian 

bagi Jabatan Pimpinan Tinggi menggunakan metode penyeleksian 

kompetitif dan terbuka. Instansi Pemerintah yang mendapat nilai sistem 

merit dalam Kategori Baik akan dilakukan evaluasi untuk periode dua tahun 

satu kali, sedangkan Kategori Sangat Baik dilakukan evaluasi untuk 

periode satu tahun satu kali. Berdasarkan hasil rapat komisioner Komisi 

ASN tentang pembahasan hasil validasi terhadap penilaian yang dilakukan 

secara mandiri pelaksanaan sistem merit bagi manajemen ASN yang 

berlaku di RRI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 

BA.184/PMPSM/KASN/VI/2023 tanggal 14 November 2023 di Lingkungan 

Lembaga Penyiaran Publik RRI, menetapkan Kategori Baik (III) untuk nilai 

270.  
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Gambar 1.9 Indeks Sistem Merit RRI Tahun 2023 

 

 

Sumber:  Keputusan Komisi ASN Nomor 184/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang 
Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem 
Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Lembaga Penyiaran 
Publik RRI 

  

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah menjelaskan 

Indeks Sistem Merit Tahun 2023 menggunakan penilaian 8 Aspek dari 37 

Indikator oleh Komisi ASN sebelum dialihkan Pelaksanaan Pengawasan 

Sistem Merit dalam Manajemen ASN kepada Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN pada 

Tahun 2024. Semakin tinggi indeks sistem merit menunjukkan semakin 

efektif penerapan manajemen talenta. 

1. Pada Aspek Perencanaan Kebutuhan  

a. Terwujudnya basis data kepegawaian yang komprehensif dan terkini, 

yang diorganisasikan secara sistematis menurut aspek jabatan, 

kepangkatan, unit kerja, kualifikasi, serta pemetaan kompetensi 

pegawai.  

2. Pada Aspek Pengembangan Karier,  
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a. perumusan Standar Kompetensi Jabatan yang mengintegrasikan 

aspek manajerial, sosial kultural, dan teknis pada seluruh lini jabatan; 

b. penyusunan profil pegawai yang komprehensif, berbasis pada hasil 

asesmen atau penilaian kompetensi yang valid; 

c. pembentukan talent pool yang diintegrasikan dari hasil perpaduan 

penilaian kompetensi serta evaluasi kinerja pegawai; 

d. pemetaan data dan informasi riil terkait kesenjangan kualifikasi serta 

kompetensi yang dimiliki aparatur; 

e. perencanaan strategi dan program aksi yang terarah guna 

meminimalkan kesenjangan kompetensi dan kinerja, demi 

mendongkrak kapasitas ASN; 

f. implementasi pengembangan kompetensi secara aplikatif, baik melalui 

coaching dan mentoring, mutasi/pertukaran pegawai, hingga program 

metode praktik kerja. 

3. Pada Aspek Promosi dan Mutasi, 

a. tersedianya kebijakan internal mengenai penempatan pegawai dalam 

Jabatan Pimpinan Tinggi dengan kompetitif serta terbuka, dan 

pelaksanaan mutase dan promosi yang berdasarkan pada rencana 

suksesi dan talent pool. 

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 juga 

menyebutkan bahwa implementasi sistem merit berpijak pada prinsip 

keadilan dan objektifitas dengan mengutamakan aspek kualifikasi, 

kompetensi, serta kinerja pegawai tanpa dipengaruhi oleh diskriminasi latar 

belakang politik, suku, ras, agama, gender, maupun kondisi fisik. Dalam 

ekosistem manajemen talenta, penilaian kompetensi bertindak sebagai 

instrumen strategis yang menjamin penempatan, pengembangan, dan 

optimalisasi ASN yang selaras dengan kapasitas individu dan proyeksi 

kebutuhan organisasi. Proses penilaian ini dieksekusi dengan 

mengomparasikan profil riil pegawai terhadap aspek kompetensi teknis, 

sosial kultural, dan manajerial, yang tertuang pada Standar Kompetensi 

Jabatan. Penelitian yang membahas tentang penerapan kebijakan sistem 

merit untuk penyeleksian terbuka untuk Kabupaten Bangka Selatan bagi 
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Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti dilakukan oleh Permana dan 

Taufik menyebutkan bahwa: 

Beberapa hambatan dalam penerapan kebijakan merupakan 
kurangnya komunikasi secara baik diantara sekretariat panitia seleksi 
dengan Pejabat Pembina Kepegawaian yang terutama untuk 
menjalankan seleksi terbuka dalam mendekati masa pemilihan umum. 
Selain itu, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan aspek keadilan, 
terutama terkait pengawasan pegawai dari pengaruh politik, yang 
dikarenakan Pejabat Pembina Kepegawaian belum bersedia melantik 
salah satu dari tiga peserta terekomendasikan yang terpilih dalam 
seleksi terbuka. (Permana dan Taufik, 2023, h.29). 

 

Berdasarkan dari latar belakang telah disebutkan, peneliti akan menyusun 

sebuah penelitian dalam judul “Strategi Penilaian Kompetensi dalam 

Manajemen Talenta di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 

Indonesia” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang telah dijelaskan, diambil lima identifikasi masalah 

sesuai dalam penelitian ini diantaranya: 

1. RRI melakukan penilaian kompetensi pada Tahun 2024 menggunakan 

metode Computer Assisted Competency Test yang diadakan oleh 

Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN sebanyak 928 PNS namun 

masih terdapat 461 PNS belum dilakukan penilaian kompetensi. 

2. RRI saat ini belum didukung oleh Pejabat Fungsional Asesor Sumber 

Daya Manusia Aparatur yang mengantongi sertifikasi resmi dari BKN. 

3. RRI belum memiliki Assessment Center yang terakreditasi dari BKN 

sebagai lembaga penilai kompetensi pegawai. 

4. Biaya penilaian kompetensi pegawai menggunakan Assessment 

Center di beberapa Instansi Pemerintah yang mahal, sehingga RRI 

harus menyediakan anggaran yang besar untuk penilaian kompetensi 

pegawai. 

5. Biaya akreditasi atau perpanjangan akreditasi untuk Assessment 

Center untuk Instansi Pemerintah yang menjadi sumber Penerimaan 

Negara Bukan Pajak dari BKN relatif mahal. 
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C. Rumusan Permasalahan 

Berdasar latar belakang serta identifikasi masalah, peneliti berupaya 

menjawab dua rumusan masalah dengan sebagai berikut: 

1. Mengapa penilaian kompetensi dalam manajemen talenta di RRI 

belum optimal? 

2. Bagaimana strategi mengoptimalkan penilaian kompetensi dalam 

manajemen talenta di RRI? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasar dua rumusan permasalahan sudah disebutkan, peneliti 

menyusun tujuan penelitian, yakni: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan 

penilaian kompetensi dalam manajemen talenta di RRI belum optimal. 

2. Untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan strategi 

mengoptimalkan penilaian kompetensi dalam manajemen talenta di 

RRI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini agar digunakan untuk referensi penting bagi 

para akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan yang tertarik dengan 

penilaian kompetensi dalam manajemen talenta. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharap bisa memberi sumbangan nyata untuk 

pengembangan khazanah keilmuan, sekaligus menjadi referensi bagi 

studi sejenis untuk mengisi kesenjangan penelitian terdahulu. Selain 

itu, hasil kajian ini ditujukan untuk memvalidasi implementasi konsep 

manajemen talenta dalam konteks penilaian kompetensi pegawai yang 

berkelanjutan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian dimaksud agar dipakai untuk bahan reviu kebijakan, metode 

pendekatan baru dalam mencari solusi untuk masalah dan 

penyempurnaan strategi penilaian kompetensi dalam manajemen 

talenta yang optimal di RRI. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan menjawab dua rumusan 

permasalahan diantaranya adalah: 

1. Penilaian kompetensi dalam manajemen talenta di RRI masih belum 

berjalan secara optimal dikarenakan masih ada kelemahan pada 

aspek kompetensi individu serta implementasi kebijakan. Analisis 

Iceberg Competency Model dari Spencer dan Spencer serta Policy 

Implementation Model dari Edward III menunjukkan bahwa efektivitas 

penilaian kompetensi masih terkendala oleh faktor teknis dan 

administratif yang berdampak pada objektivitas pemetaan talenta. 

Pada aspek kompetensi yang terlihat (visible competencies), 

kelemahan terletak pada instrumen pengukuran pengetahuan dan 

keterampilan yang belum diperbarui secara sistematis dan masih 

mengacu pada standar yang belum sesuai dengan perkembangan 

industri penyiaran digital. Akibatnya, penilaian lebih mampu mengukur 

penguasaan teori dibandingkan kemampuan praktis. Proses 

pembaruan materi yang lambat akibat birokrasi lintas unit 

menyebabkan kompetensi yang diukur tidak mencerminkan kebutuhan 

organisasi saat ini. Sementara itu, pada kompetensi yang tidak terlihat 

(hidden competencies), RRI belum memiliki instrumen baku untuk 

mengukur motif, sifat, dan konsep diri pegawai. Penilaian terhadap 

aspek komitmen, integritas, dan karakter masih bersifat kualitatif yang 

bergantung pada penilaian pimpinan, sehingga membuka peluang 

munculnya bias subjektivitas dalam evaluasi mengakibatkan pegawai 

yang memiliki kompetensi teknis tinggi dapat mengalami hambatan 

dalam pengembangan karier karena faktor nonteknis yang tidak selalu 

mencerminkan kapasitas sebenarnya. Dari perspektif implementasi 

kebijakan, aspek komunikasi belum berjalan optimal karena 

penyebaran informasi penilaian kompetensi masih terbatas pada 

kelompok tertentu yang menghambat terbentuknya budaya 
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kompetensi yang kuat di lingkungan organisasi yang berasal dari 

beberapa aspek sumber daya. Keterbatasan anggaran menyebabkan 

penilaian kompetensi belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. 

RRI juga masih bergantung pada asesor eksternal karena belum 

memiliki asesor internal bersertifikat. Sistem informasi kompetensi juga 

belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem kepegawaian nasional. 

Meskipun dukungan pimpinan terhadap penerapan sistem merit 

tergolong kuat, struktur birokrasi masih menyisakan kelemahan berupa 

belum tersedianya mekanisme sanggah atau pengaduan formal bagi 

pegawai yang merasa hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi 

kinerja mereka. Oleh karena itu, penilaian kompetensi di RRI dapat 

dikategorikan telah berjalan, namun masih berada pada tahap 

pengembangan dan memerlukan perbaikan sistemik agar mampu 

mendukung manajemen talenta secara lebih efektif dan objektif. 

2. Sebagai strategi untuk mengoptimalkan penilaian kompetensi dalam 

manajemen talenta, RRI perlu melakukan perbaikan pada aspek 

kompetensi individu maupun implementasi kebijakan. Pada 

kompetensi yang terlihat (visible competencies), pembaruan materi 

penilaian harus dilakukan secara berkala dan lebih responsif terhadap 

perkembangan industri penyiaran digital dengan diarahkan pada 

pengukuran kemampuan praktis dan adaptasi kerja, bukan hanya 

penguasaan teori. Pengawasan melalui supervisi dan evaluasi pasca 

penilaian perlu diperkuat guna memastikan kompetensi teknis yang 

telah dinilai benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Pada 

kompetensi yang tidak terlihat (hidden competencies), RRI perlu 

membangun sistem pengukuran yang terstruktur dengan 

memanfaatkan instrumen psikologi komprehensif. Standar karakter, 

integritas, dan komitmen perlu dirumuskan secara formal untuk setiap 

jenjang jabatan. Penilaian juga harus berbasis bukti yang 

terdokumentasi agar lebih objektif dan mengurangi potensi bias. 

Keterlibatan asesor eksternal yang independen diperlukan untuk 

menjaga kredibilitas hasil penilaian serta memastikan keselarasan 

antara motif individu dan pengembangan karier pegawai. Dari sisi 
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implementasi kebijakan, komunikasi perlu diperkuat melalui sosialisasi 

yang menjangkau seluruh pegawai sehingga dapat dipahami secara 

merata. Penilaian kompetensi juga harus diposisikan sebagai sarana 

pengembangan diri dan pemetaan talenta, bukan sekadar alat seleksi. 

Pada aspek birokrasi, RRI perlu menyediakan forum umpan balik yang 

terstruktur agar pegawai memperoleh penjelasan mengenai hasil 

penilaian dan area yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, pemenuhan 

sumber daya harus difokuskan pada peningkatan dukungan anggaran 

agar penilaian kompetensi dapat dilaksanakan secara rutin. RRI juga 

perlu mengembangkan asesor internal melalui program pelatihan dan 

sertifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal 

serta integrasi data kompetensi dengan sistem BKN dan komitmen 

pimpinan dalam menjaga penerapan sistem merit yang objektif, adil 

dan terlepas dari intervensi kepentingan politik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, saran strategi optimalisasi penilaian 

kompetensi dalam manajemen talenta di RRI sebagai berikut: 

1. Saran Praktis 

Rekomendasi praktis ditujukan kepada Direktorat Sumber Daya 

Manusia dan Umum, serta pihak terkait pembuat kebijakan: 

a. Pembaruan kurikulum dan standarisasi instrumen penilaian 

dengan memangkas birokrasi lintas unit dalam pembaruan materi 

uji keterampilan teknis mengikuti perkembangan industri 

penyiaran digital serta merumuskan instrumen pengukuran baku 

yang terstandar secara psikologis untuk menilai kompetensi 

tersembunyi (hidden competencies) seperti motif, integritas dan 

komitmen untuk mengubah pola penilaian yang selama ini 

kualitatif dan subjektif menjadi berbasis bukti. 

b. Pengembangan asesor internal dan reformasi anggaran oleh 

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum untuk menginisiasi 

program pelatihan dan sertifikasi bagi asesor internal secara 

mandiri yang akan menekan biaya operasional secara signifikan 
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dalam jangka panjang, sehingga penilaian kompetensi dapat 

dialokasikan agenda rutin, bukan sekadar berbasis prioritas yang 

terbatas. 

c. Pembangunan forum umpan balik yang terstruktur pasca penilaian 

yang berfungsi agar pegawai mengetahui secara rinci kelemahan 

kompetensinya secara transparan, sehingga mereka dapat 

melakukan evaluasi dan pengembangan diri secara terarah. 

d. Perluasan sosialisasi penilaian kompetensi yang didistribusikan 

secara merata ke seluruh pegawai guna menghilangkan 

kesenjangan informasi. Pimpinan unit kerja secara proaktif 

membangun narasi positif bahwa penilaian kompetensi ini murni 

untuk pemetaan dan pengembangan karier, sehingga antusiasme 

pegawai yang saat ini sudah tinggi dapat terus terjaga. 

e. Akselerasi integrasi dengan sistem data nasional dapat 

tersinkronisasi secara penuh ke dalam Sistem Informasi 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan aplikasi Integrated 

Mutasi dari Badan Kepegawaian Negara. 

 

2. Saran Akademis 

Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

mengkaji manajemen talenta di sektor penyiaran publik disarankan: 

a. Melakukan studi penelitian yang berfokus pada evaluasi 

implementasi kebijakan dan kesenjangan kompetensi pada suatu 

periode tertentu dengan melakukan observasi jangka panjang 

untuk mengukur sejauh mana efektivitas hasil penilaian 

kompetensi dapat berimplikasi terhadap peningkatan kinerja 

aktual instansi. 

b. Fokus pada penelitian dan pengembangan yang dapat 

memfokuskan studi pada perancangan dan uji coba kelayakan 

sebuah model atau alat ukur spesifik untuk kompetensi 

tersembunyi (Hidden Competencies) yang parameternya secara 

khusus disesuaikan dengan nilai-nilai fundamental dan budaya 

kerja abdi negara di ranah penyiaran publik. 
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